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Pendapatan- Petani Bone dan Maros Diduga Ada Pungutan Biaya Rp3 Juta untuk 

Bantuan Hand Traktor Kementan 

 
Sumber gambar: 

https://sulsel.herald.id/2024/11/07/petani-bone-dan-maros-diduga-ada-pungutan-biaya-rp3-juta-untuk-bantuan-hand-traktor-

kementan/ 

Sejumlah petani di Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 

mengeluhkan terkait biaya penerima alat mesin pertanian (alsintan) berupa hand traktor dari 

Kementerian Pertanian (Kementan). Mereka dimintai biaya tebusan sebesar Rp3 juta rupiah agar 

bisa mendapatkan bantuan alat hand traktor. Padahal bantuan tersebut seharusnya gratis. Para 

petani diminta membayar sejumlah uang kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Penyuluh Pertanian 

Kecamatan (PPK) Ajangale. Meski sudah diminta membayar, kelompok tani tersebut mengaku 

belum menerima bantuan hand traktor yang dijanjikan.  

Kasus pungli ini juga terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Parahnya, kelompok petani 

dimintai biaya hingga Rp5 juta. Menanggapi kabar tersebut, Direktur Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah menegaskan, segala bentuk bantuan alsinta yang 

diberikan kepada kelompok penerima diberikan secara gratis, tanpa ada pungutan biaya apapun 

dan tidak untuk diperjual belikan.  

Bantuan itu diberikan kepada masyarakat petani (Poktan/Gapoktan/UPJA) dan Brigade dinas 

lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota. Sehingga apabila ada pihak/oknum melakukan 

pungutan dan memperjual belikan bantuan alsintan tersebut, Kementan tidak bertanggungjawab 

atas konsekuensi hukum yang diakibatkan.  
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“Bila ada biaya tebus atau semacamnya, itu adalah perbuatan oknum. Petani apabila mempunyai 

informasi adanya pungutan liar (pungli) terkait Alsintan, diharapkan melaporkan ke pihak yang 

berwenang,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 November 2024. 

Andi menjelaskan, semua sumber pembiayaan alsintan sudah diatur dalam Pedoman Umum 

Bantuan Alsintan sejak tahun 2015. Sumber pembiayaan untuk penyediaan dan penyaluran 

alsintan bersumber dari DIPA Satuan Kerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada belanja 

barang (belanja peralatan dan mesin) untuk diserahkan kepada pemerintah desa dan petani. 

“Jadi tidak ada biaya yang dibebankan ke petani selain bahan bakar dan perawatan mesin saja,” 

ujar Andi. 

Diterangkannya, pendistribusian bantuan alsintan APBN Pusat dilaksanakan oleh Penyedia 

alsintan sampai titik bagi Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai kontrak), 

sedangkan pengambilan bantuan alsintan dari dari Dinas lingkup Pertanian 

Provinsi/Kabupaten/Kota sampai kepada penerima bantuan menjadi tanggung jawab pihak 

penerima bantuan. 

“Bantuan alsintan APBN TA. 2024 yang telah tiba di titik bagi Dinas lingkup Pertanian agar segera 

disalurkan kepada penerima bantuan sesuai SK Penetapan PPK,” kata Andi.  

Untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan bantuan alsintan dan mencegah terjadinya 

penyimpangan bantuan alsintan di lapangan, Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota 

dimohon bantuan dan kerjasamanya agar dapat meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan 

alsintan dan pemanfaatannya di wilayah kerjanya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran 

Sulaiman menuturkan, Kementerian menggelontarkan bantuan alsintan ini untuk mengubah wajah 

pertanian. Jika selama ini bertani identik dengan sesuatu yang kotor, maka ke depan tidak lagi. 

Dengan alsintan, petani bisa langsung mengolah lahan secara modern. 

“Kita berikan peralatan modern, tidak tradisional seperti cangkul, sabit atau semacamnya. 

Semuanya Gratis,” ujar Mentan Amran. 

Sumber Berita: 

1. Soal Pungli Hand Traktor Bantuan Kementan Rp3 Juta, Ini Kata Kejari Bone, 
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juta-untuk-bantuan-hand-traktor-kementan/, 7 November 2024; 

2. Penyuluh Pertanian Bone Diduga Pungli Rp 3 Juta Bantuan Traktor untuk Petani, 
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

31 ayat (1) yang menyatakan: 

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

122 yang menyatakan: 

Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur 

dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

123 yang menyatakan: 

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan 

langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:  

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, 

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci 

berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD 

maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas: 

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

3) hasil kerja sama daerah; 

4) jasa giro; 

5) hasil pengelolaan dana bergulir; 

6) pendapatan bunga; 

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-

menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau 

penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil 

pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

11) pendapatan denda pajak daerah; 

12) pendapatan denda retribusi daerah; 

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

14) pendapatan dari pengembalian; 
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15) pendapatan dari BLUD; dan 

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


